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ABSTRAK

Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan
bahwasanya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami suami bila
dapat memenuhi syarat dan alasan yang telah diatur dalam pasal tersebut. Namun
penulis menemukan beberapa perkara yang alasan pengajuannya berada di luar
ketentuan perundangan dan menemukan disparitas putusan hakim terhadap perkara
tersebut. Demi memperjelas kesenjangan tersebut, penulis mengambil sampel
putusan Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021 terkait permohonan izin
poligami, kemudian mempertanyakan kedudukan syarat dan alasan serta sikap para
Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengatasi persoalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang sifatnya deskiprif
analisis. Penelitian ini mengkaji praktik Hakim di Pengadilan Agama Wonosari
dalam memutuskan perkara poligami yang alasan pengajuannya tidak memenuhi
ketentuan pasal dalam UU Perkawinan. Pendekatan yang digunakan ialah
pendekatan kasus yakni berupa putusan-putusan Pengadilan Agama Wonosari tahun
2018-2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Data primer yang digunakan ialah
putusan Pengadilan Agama Wonosari dan hasil wawancara penulis dengan Hakim
PA.Wonosari, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa perundangan yang
merupakan bahan hukum primer dan karya-karya terkait. Teknik analisis penelitian
menggunakan analisis kualitatif serta menggunakan teori tujuan hukum dan teori
asas prioritas untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, sikap Hakim Pengadilan
Agama Wonosari terhadap permohonan poligami yang tidak memenuhi ketentuan
terbagi menjadi 3 kelompok, yakni: 1) Hakim menilai alasan lebih kuat dari syarat,
seperti tergambar dalam Putusan Nomor 274 dan 1222. 2) Hakim menilai syarat
harus didahulukan, seperti yang tergambar dalam penolakan Putusan Nomor 780. 3)
Hakim menilai syarat dan alasan saling berkaitan, seperti yang tergambar dalam
Putusan Nomor 1291 dan 1337. Kedua, adanya sikap yang berbeda oleh Hakim
sebab melihat adanya perbedaan kondisi Termohon dalam kelima perkara tersebut
yang ditemukan dalam fakta persidangan. Dalam putusan yang ditolak, Termohon
(Istri) dalam kondisi sehat dan mampu (pada 1 putusan juga diketahui Pemohon tidak
memenuhi syarat finansial). Sementara dalam putusan yang dikabul didapatkan
Termohon (dalam pengakuannya) dalam kondisi tidak mampu menjalankan
kewajibannya yang kemudian dijadikan pengakuan tersebut sebagai pertimbangan
Hakim mengabulkan perkara. Kelima putusan tersebut, tidak ada putusan yang
mengabaikan alasan poligami. Ketiga, sikap hukum Hakim terhadap permohonan
poligami sudah merealisasikan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun
dalam sikap penolakan, Hakim mengabaikan aspek kemanfaatan bagi pihak
Pemohon, seperti yang tercermin dalam upaya banding yang diajukan Pemohon.

Kata Kunci: Poligami; Disparitas; Syarat; Alasan; Hakim.



ABSTRACT

Articles 3, 4 and 5 of Law Number 1 of 1974 (Marriage Law) explains that
the Court can grant a hushband's application for polygamy if he fulfills the conditions
and reasons set out in that article. However, the author found several cases where the
reasons for filing were outside the statutory provisions and the authors found
disparities in the judge's decision on these cases. In order to clarify this gap, the
author took the sample of 2018-2021 Wonosari Religious Court decisions regarding
applications for polygamy permits, then questioned the position of the conditions and
reasons for polygamy issues and the attitude of the Wonosari Religious Court Judges
in dealing with this problem.

This research is the empirical juridical research which is descriptive analysis.
This study examines the practice of judges at the Wonosari Religious Court in
deciding polygamy cases whose reasons for filing do not comply with the provisions
of the article in the Marriage Law. The approach used is a case approach, namely in
the form of decisions of the Wonosari Religious Court for 2018-2021 which have
permanent legal force. The primary data used are the decisions of the Wonosari
Religious Court and the results of the author's interviews with the Judges of the
Wonosari Religious Court, while the secondary data used is in the form of legislation
which is the primary legal material and related works. The research analysis
technique uses qualitative analysis and uses the theory of legal objectives and
priority principle theory to answer problems in research.

The results showed that: first, the attitude of the Judges of the Wonosari
Religious Court towards polygamy applications that did not fulfill the provisions was
divided into 3 groups, namely: 1) The judge considered the reasons to be stronger
than the requirements, as illustrated in Decisions Numbers 274 and 1222. 2) The
judge considered the conditions must take precedence, as illustrated in the rejection
of Decision Number 780. 3) The Judge considers that the terms and reasons are
interrelated, as illustrated in Decisions Numbers 1291 and 1337. Second, there was a
different attitude by the Judge because he saw that there were differences in the
Respondent's condition in the five cases which were found in the facts of the trial. In
the decision that was rejected, the Respondent (Wife) was in good health and capable
(in 1 decision it was also known that the Petitioner did not meet the financial
requirements). While in the granted decision it was found that the Respondent (in his
confession) was in a condition of being unable to carry out his obligations which was
then used as the recognition as a consideration for the Judge to grant the case. Of the
five decisions, there is no decision that ignores the reason for polygamy. Third, the
judge's legal attitude towards polygamy requests has realized the aspects of justice,
certainty and expediency. However, in refusing, the Judge ignored the aspect of
benefit for the Petitioner, as reflected in the appeal filed by the Petitioner.

Keywords: Polygamy; Disparity; Condition; Reason; Judge.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan keluarga dalam Islam dilakukan melalui jalur perkawinan.
Perkawinan dianggap sebagai ‘imadul ‘usrah, tiang dan penopang keluarga.t
Perkawinan tersebut pada dasarnya dilaksanakan dengan prinsip monogami (satu
suami hanya memiliki satu istri). Islam memberikan kebolehan berpoligami, artinya
Islam tidak melarang monogami, namun tidak juga mewajibkan kepada para suami
agar memiliki istri lebih dari seorang. Pembolehan Islam terhadap poligami
didasarkan dengan adanya penjaminan berbuat adil terhadap para istrinya. Al-Qur’an
memperingatkan suami untuk berlaku adil, meminta suami agar memiliki satu istri
saja jika mereka memiliki kekhawatiran berlaku tidak adil, dan bahkan menekankan
monogami sebagai cara yang lebih aman dari kemungkinan berbuat zalim.?

Seperti halnya konsep perkawinan dalam Islam tersebut, monogami juga
menjadi prinsip perkawinan di Indonesia. Prinsip monogami tersebut tidak mutlak di
dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan). Seorang suami dapat

memiliki seorang istri lebih dari seorang, namun tidak berlaku sebaliknya.?

! Khairul Mufti Rambe, Psikologi Keluarga Islam (Medan: CV. Manhaji, 2018), him. 1.
2 Fagihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), him. 419.

® Irawaty dan Martini, Buku Ajar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata, cet. ke-1
(Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), him. 35.



Kebolehan tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh UU Perkawinan
sebelum perkawinan poligami dilaksanakan. Adapun perihal yang terkait syarat dan
alasan poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan dan Pasal 55-58
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam poligami, syarat utama bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu
ialah harus mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil.* Hukum
Indonesia mengatur suami Yyang ingin berpoligami terlebih dahulu harus
mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan (istri sebelumnya). Pengadilan dapat
mengizinkan suami beristri lebih dari seorang jika para pihak menghendakinya.’
Akan tetapi, bila suami telah mendapatkan izin istri sebelumnya, bukan serta merta
suami langsung dapat melakukan perkawinan poligami. Hal tersebut dikarenakan
terdapat syarat lainnya yang harus suami penuhi untuk bisa melangsungkan poligami.

Pengadilan hanya mengizinkan suami beristri lebih dari satu jika ditemukan
salah satu dari kondisi berikut, yakni adanya ketidakmampuan istri dalam
menjalankan kewajibannya, adanya cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan dan istri tidak bisa melahirkan keturunan.® Selain adanya salah satu

dari kondisi-kondisi di atas, suami baru dapat berpoligami bila istri memberikan

* Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat

).
® Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

® pasal 4 ayat (2). Lihat juga Pasal 57 KHI.



persetujuan atas niat poligami suami, suami juga harus memberikan kepastian berupa
jaminan hidup dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.’

Ketentuan di atas merupakan syarat alternatif dan juga kumulatif dalam
poligami. Persyaratan alternatif dimaknakan sebagai syarat yang salah satunya harus
ada, sedangkan syarat kumulatif dimaknakan keseluruhannya harus ada. Maka dalam
hal pelaksanaan poligami, Pasal 4 ayat (2) UUP jo.Pasal 57 KHI merupakan syarat
alternatif poligami, ketiga poin dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan kepada
pihak istri, artinya bila dalam pihak istri terdapat salah satu dari ketiga alasan yang
disebutkan maka suami dapat membuat permohonan kepada Pengadilan dalam hal
pengajuan poligami. Sementara Pasal 5 UUP jo.Pasal 58 ayat (1) KHI merupakan
syarat kumulatif poligami, ketiga poin yang terdapat dalam pasal ini lebih
menitikberatkan kepada sesuatu yang harus dipenuhi suami ketika ingin berpoligami
dan keseluruhan poin dalam pasal tersebut harus dapat dipenuhi suami.®

Para suami yang ingin poligami harus melakukan permohonan dan mendapat
persetujuan Pengadilan. Pengadilan Agama merupakan pengaadilan yang berwenang
menangani permasalahan yang berkaitan dengan urusan keluarga bagi para pihak

yang beragama Islam, termasuk di dalamnya masalah permohonan izin poligami.’

" Pasal 5. Lihat juga Pasal 58 ayat (1) KHI.

& Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004),
him. 164.

®Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013), him.
67.



Pengajuan permohonan kepada Pengadilan ini dimaksudkan supaya perkawinan
poligami tersebut dapat diakui dan dicatat oleh Negara, sebab suatu perkawinan yang
sah di Indonesia adalah bila perkawinannya dilakukan sesuai dengan ajaran agama
dan kepercayaan serta dilakukannya pencatatan terhadap perkawinan tersebut.*

Selain itu, permohonan kepada Pengadilan dimaksudkan sebagai upaya
mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak agar kelak tidak terjadi hal yang tidak
diinginkan, karena esensi sesungguhnya dari akad perkawinan ialah membentuk
keluarga yang diharapkan dapat bahagia, kekal, berjalan sesuai tuntutan agama dan
memiliki pengaruh terhadap peradaban dan eksistensi dari umat.**

Setelah permohonan izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim, suami
dapat melangsungkan perkawinan poligaminya. Akan tetapi, dalam kenyataanya
Majelis Hakim tidak selalu mengabulkan permohonan suami untuk berpoligami.
Majelis Hakim juga sering melakukan penolakan terhadap permohonan suami yang
hendak berpoligami. Akibatnya suami tidak diperbolehkan dan tidak dapat untuk
berpoligami. Keputusan Majelis Hakim tersebut terkadang menimbulkan disparitas
dengan putusan lainnya. Majelis Hakim dapat berbeda pendapat dalam memutuskan
perkara izin poligami bahkan dapat berbeda pendapat dalam memutuskan perkara
dengan alasan perkara yang hampir sama. Disparitas tersebut dimaknakan sebagai

sebuah perbedaan Hakim dalam memutus perkara yang sama, namun menghasilkan

1% pasal 2 ayat (1) dan (2).

X Muh. Hambali, Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian
(‘Yogyakarta: Laksana, 2017), him. 401.



keputusan yang berbeda meskipun alasan yang diajukan dalam perkara tersebut
sama.*?

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian yakni putusan
hakim tentang izin poligami yang terdapat di PA.Wonosari tahun 2018-2021.
Putusan Hakim PA.Wonosari dipilih menjadi objek penelitian karena dalam
Pengadilan ini terdapat disparitas Hakim dalam memutuskan perkara poligami serta
Pengadilan ini termasuk ke dalam 3 besar kelompok Pengadilan Agama yang banyak
perkaranya di Yogyakarta.*®

Berikut ini adalah data perkara permohonan izin poligami di Pengadilan
Agama Wonosari tahun 2018-2021 yang penulis temukan dari Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Wonosari'*:

2 “Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, “Disparitas Putusan Hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor
3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg),” Hikmatina:
Jurnal lImiah Hukum Keluarga Islam, VVol. 3, No. 2 (2021), him 29-36.

B D.l.Yogyakarta memiliki 5 Pengadilan Agama yang berada di bawah naungan
PTA.Yogyakarta, yakni: PA.Yogyakarta, PA.Sleman, PA.Bantul, PA.Wonosari dan PA.Wates.
Berdasarkan data dari Laporan Tahunan PTA.Yogyakarta tahun 2018-2021, PA yang menduduki
tingkat pertama sebagai PA yang paling banyak perkaranya ialah PA.Sleman, selanjutnya di posisi
kedua ialah PA.Bantul , dan di posisi ketiga ialah PA.Wonosari sebagai objek dalam penelitian ini.
Lihat "Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta", https://www.pta-yogyakarta.go.id/,
akses 9 Juni 2022.

Y Lihat "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari,” https://www.pa-
wonosari.go.id/tentang-pengadian/sistem-pengelolaan-pengadilan/laporan-tahunan, akses 9 Juni 2022.



Tabel 1. Data Perkara Poligami PA.Wonosari

Tahun Perkara Masuk
2018 13 Perkara
2019 8 Perkara
2020 1 Perkara
2021 4 Perkara

Dari total 26 perkara poligami yang diterima masuk di Pengadilan Agama
Wonosari dari 2018-2021, terdapat beberapa putusan yang alasan pengajuannya tidak
sesuai dengan syarat dan alasan yang telah dijelaskan dalam aturan perundangan
(Pasal 4 UUP), seperti pengajuan poligami karena alasan ingin menambah keturunan,
istri bekerja di luar negeri, rasa kepedulian sosial, suami yang telah menjalin
hubungan lama dengan calon istri kedua, serta antara suami dan calon istri telah
melakukan hubungan di luar nikah bahkan calon istri kedua yang telah hamil. Namun
dalam hal ini, fokus penulis lebih kepada alasan pengajuan poligami karena suami
dan calon istri yang telah menjalin hubungan lama, serta beberapa di antara perkara
tersebut calon istri telah hamil. Penulis menemukan setidaknya 8 perkara di
PA.Wonosari yang pengajuan poligaminya karena alasan tersebut. Perkara tersebut

memiliki putusan akhir yang berbeda-beda; ada yang perkaranya dicabut, dibatalkan,

ditolak dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.




Tabel 2. Putusan Poligami PA.Wonosari Karena Sudah Menjalin Hubungan

Lama
No. Putusan PA. Wonosari Putusan Hakim
1 Putusan No. 658/Pdt.G/2018/PA.Wno Batal
2 Putusan No. 780/Pdt.G/2018/PA.Wno Tolak
3 Penetapan No. 1178/Pdt.G/2018/PA.Wno Cabut
4 Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno Tolak
5 Putusan No. 274/Pdt.G/2019/PA.Wno Tolak
6 Penetapan No. 1156/Pdt.G/2019/PA.Wno Cabut
7 Putusan No. 1291/Pdt.G/2020/PA.Wno Kabul
8 Putusan No. 1337/Pdt.G/2021/PA.Wno Kabul

Dari tabel di atas, terlihat disparitas Hakim memutus perkara poligami di
Pengadilan Agama tersebut. Disparitas inilah yang akan menjadi fokus penelitian
penulis, terutama terhadap putusan yang ditolak dan dikabulkan oleh Hakim.
Kegelisahan akademik dalam penelitian ini ialah terhadap perkara yang
pengajuannya hampir sama, namun Hakim dalam memutuskan putusan akhirnya
memiliki pemikiran yang berbeda. Beranjak dari kegelisahan tersebut kemudian
penulis akan menganalisanya dengan menggali lebih dalam terkait kedudukan alasan
dan syarat dalam pengajuan poligami serta alasan Hakim dalam memutuskan perkara
poligami sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda, kemudian akan

menganalisa hasil tersebut menggunakan konsep teori tujuan hukum dan asas



prioritas; apakah keputusan Majelis Hakim tersebut sesuai dan telah mengindahkan

teori tersebut dalam pengambilan keputusannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

1.

Bagaimana kedudukan alasan dan syarat poligami dalam pandangan dan
putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari?

Mengapa terjadi pemahaman dan sikap yang berbeda oleh Hakim dalam
memutuskan perkara poligami yang tidak memenuhi ketentuan alasan
dan syarat di Pengadilan Agama Wonosari?

Apakah putusan-putusan yang beragam terkait putusan poligami di
Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi atau sesuai dengan konsep

teori tujuan hukum dan asas prioritas?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Untuk memahami pandangan dan sikap Hakim Pengadilan Agama
Wonosari terkait kedudukan alasan dan syarat dalam poligami.

Untuk memahami alasan terjadinya perbedaan pemahaman dan sikap
dalam pengambilan putusan hakim terhadap perkara permohonan izin
poligami yang tidak memenuhi ketentuan alasan dan syarat di Pengadilan

Agama Wonosari.



3. Untuk memahami disparitas putusan hakim tersebut dari konsep teori

tujuan hukum dan asas prioritas.
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat membawa gagasan dan memajukan
perkembangan ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dan
pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim
dalam hal izin poligami di Pengadilan Agama.
2. Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan saran atau solusi terhadap
persoalan poligami. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan
kontribusi perihal pembentukan keluarga poligami yang harus mengikuti
aturan yang berlaku yang mana hal tersebut memiliki tujuan agar
terbangunnya keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Sehingga penulis
berharap penelitian - ini - dapat memberi pemahaman kepada masyarakat

mengenai persoalan yang berkaitan dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tinjauan terhadap beberapa penelitian yang mengkaji

tema senada atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan.® Telaah pustaka

> Riyanta dkk, Pedoman Penulisan Tesis (Yogyakarta: Magister llmu Syariah FSH UIN
Sunan Kalijaga, 2019), him. 4.
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diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pembahasan kajian yang telah ada
terhadap pengkajian disparitas putusan poligami Pengadilan Agama sehingga dapat
ditemukan letak kebaruan dan keasliannya. Berdasarkan hasil telaah penulis terhadap
penelitian terdahulu yang mengkaji tema poligami, penulis temukan beberapa
penelitian terkait hal tersebut.

Penelitian yang mengkaji poligami dari aspek izin poligaminya, dilakukan
oleh Azni*® yang mengkaji tentang perlunya ada izin Pengadilan untuk berpoligami
dari segi aspek sosio yuridis dan sosio filosofisnya adalah agar perkawinan tersebut
diakui dan dicatat oleh Negara. Heri Mahfudhi’ dalam penelitiannya mengkaji
tentang keharusan adanya izin dalam poligami dengan mengambil pandangan dari
Kiai Pesantren tradisional dan modern yang ada di Kabupaten Bantul menemukan
dualisme hukum, vyakni di satu sisi menerima hukum yang baru dengan
mengharuskan adanya izin dari pengadilan, namun di sisi lain berpedoman kepada
aturan fikih.

Penelitian yang mengkaji poligami dari aspek aturan pembatasannya dan

syarat pelaksanaannya, dilakukan oleh Fatimah Zuhrah'® yang mengkaji pelaksanaan

1® Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis),” Jurnal Dakwah
Risalah Vol. 26, No. 2 (2015), him. 55-68.

" Heri Mahfudhi, “Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi
Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul,” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2017).

'8 Fatimah Zuhrah, “Problems of Polygamy in Indonesia (Analysis of Law No. 1 of 1974 and
KHI),” Journal of Islam and Science Vol. 3,No. 1 (2016), him. 1-17.
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poligami di Indonesia dengan kajian UU Perkawinan dan KHI. Dri Santoso®® dalam
penelitiannya menyatakan hukum di Indonesia mengatur poligami hanya pada sikap
membatasi dengan mempersulit praktik poligami dan juga membatasi jumlah
maksimalnya sehingga ketentuan tersebut bukan melarang pada ketentuan yang
mutlak. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Dri Santoso dan Muhamad
Nasrudin® juga didapati bahwa pengaturan poligami di Indonesia dilakukan dengan
tujuan untuk melindungi hak perempuan dan anak, terutama dalam hal pemeliharaan
jiwa dan keturunan. Alfi Syahrin® yang mengkaji mengenai syarat kemampuan
finansial suami untuk berpoligami, kajiannya menggunakan pandangan dan sikap
Hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara poligami. Sementara
Wahidullah®* berpendapat bahwa persyaratan perkawinan poligami yang ada dalam
aturan UU Perkawinan berpotensi menghadirkan perkawinan ilegal ataupun legal dan
berpotensi terhadap tindak kekerasan baik fisik dan psikis, perceraian, ketelantaran

terhadap anak-anak bahkan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Dalam

 Dri Santoso, “Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Magashid Asy-Syari’ah,” Disertasi Program Doktor (S3)
Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung (2020).

% Dri Santoso dan Muhamad Nasrudin, “Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The
Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy,” Akademika :
Jurnal Pemikiran Islam Vol. 26, No. 1 (2021), him. 121-136.

2L Alfi Syahrin, “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial Dalam Poligami Di Indonesia:
Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul,” Tesis Program Magister IImu
Syari‘ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

%2 Wahidullah, “Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Perkawinan Indonesia Berbasis
Keadilan,” Disertasi Program Doktor lImu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA) Semarang (2019).
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analisis penelitiannya, ia mengharapkan adanya reformulasi terhadap persyaratan
poligami.

Penelitian yang mengkaji poligami dari aspek penerobosan hukum dalam
pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama, dilakukan oleh Orin Oktasari?,
Pramudiya Wiseha*, Roudotul Jannah®. Dari ketiga penelitian tersebut ditemukan
hasil yang menguatkan bahwa Hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami
terkadang melakukan penerobosan hukum, artinya pertimbangan Hakim dalam
persoalan poligami sering sekali mengesampingkan syarat alternatif Pasal 4 UU
Perkawinan dan menggunakan pertimbangan lain dalam pengabulan putusannya
yakni mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudaratan.

Penelitian yang mengkaji poligami dari aspek disparitas putusan Hakim,
dilakukan oleh Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan®® yang
mengkaji perbedaan Hakim dalam memutus perkara izin poligami karena alasan

belum memiliki keturunan, meski keduanya telah memenuhi persyaratan alternatif

2 Orin Oktasari, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap lzin Poligami
Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” Qiyas : Jurnal
Hukum Islam dan Peradilan Vol. 1, No. 1 (2016), him. 41-56.

* Pramudiya Wiseha, “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap
Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih),” Tesis Program Pascasarjana
(PPS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2019).

 Roudotul Jannah, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 0863/Pdt.G/PA.
Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus
Pada Pengadilan Agama Sidoarjo),” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung (2020).

% Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, “Disparitas Putusan Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor
3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg).”
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dan kumulatif poligami, namun dalam putusannya menghasilkan hasil yang berbeda

sebab Hakim mempertimbangkan aturan batas usia dalam melakukan perkawinan

yang diatur dalam pasal lain.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

'SI Peneliti Judul Masalah Metode Hasil

1 Azni Izin Poligami | Mengkaji Library | Secara sosio yuridis,
(2015) di Pengadilan | persoalan izin | Research | nilai filosofis aturan

Agama (Suatu | poligami di tentang izin poligami
Tinjauan Pengadilan di Pengadilan Agama
Filosofis) Agama dari diperlukan karena
segi tinjauan menyangkut  dengan
filosofisnya eksistensi perkawinan
mengapa itu sebab perkawinan
perlu yang tidak dicatatkan
persetujuan/ sesuai hukum
izin poligami Indonesia dinyatakan
oleh sebagai pernikahan
Pengadilan yang tidak mempunyai
Agama kekuatan hukum atau
seperti dianggap tidak
ada. Oleh karena itu,
perlunya izin
Pengadilan ini untuk
kepentingan ~ hukum
secara  legal-formal
agar pernikahan
poligami tersebut
dapat terlaksana
dengan pencatatan
oleh negara dan diakui
keberadaannya.

2 Heri Respon Ulama | Mengkaji Field Respon  ulama di
Mahfudhi | Terhadap respon  Kiai | Research | Kabupaten Bantul
(2017) Prosedur lzin | pesantren di belum memiliki titik

Poligami  Ke | Kabupaten persamaan  terhadap
Pengadilan: Bantul aturan hukum dalam
Studi terhadap KHI mengenai
Pandangan ketentuan persoalan izin
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Kiai Pesantren
Di Kabupaten
Bantul

izin polagami
dalam aturan
hukum
Indonesia

poligami. Hal tersebut
mengakibatkan
munculnya dualisme
persepsi terkait aturan
hukum ini. Respon
ulama dari pesantren
tradisional lebih
cenderung  sikapnya
kepada  keterbukaan
terhadap permasalahan
baru. Sedangkan
respon ulama dari
pesantren modern
malah lebih
bersikukuh pada
konsep  fikih  yang
mana dalam fikih
sendiri tidak
mengharuskan seorang
suami meminta izin
untuk melakukan
poligami. Konsep
inilah yang cenderung
dilakukan oleh ulama
dari pesantren modern,
mereka bersikukuh
tidak  mengharuskan
adanya aturan izin
pengadilan dalam
poligami.

Fatimah
Zuhro
(2016)

Problems  of
Polygamy  in
Indonesia

(Analysis = of
Law No. 1 of
1974 and KHI)

Mengkaji
lebih ~dalam
mengenali
hukum
poligami
melalui UUP
dan KHI

Normative
Research

Ketentuan  poligami
dalam UUP dan KHI
merupakan salah satu
respon yang mengatur
laki-laki yang ingin
beristri lebih dari satu
orang, meskipun pada
dasarnya kedua aturan

tersebut  menetapkan
prinsip monogami
dalam perkawinan.
Aturan tersebut
bertujuan untuk
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mengurangi
kewenang-wenangan

laki-laki terhadap
perempuan, juga
ditetapkan untuk
membantu

menciptakan keluarga
bahagia, sejahtera dan
damai.

Wahidullah
(2019)

Rekonstruksi
Persyaratan
Poligami
Dalam
Perkawinan
Indonesia
Berbasis
Keadilan

Mengkaji
apakah
persyaratan
poligami
dalam hukum
perkawinan
Indonesia
telah
mencerminkan
nilai keadilan
dan sesuai
dengan tujuan
perkawinan,
serta mengkaji
bagaimana
rekonstruksi
ideal dari
persyaratan
poligami

Normative /
Doctrinal
Research

Pencapaian tujuan
perkawinan  melalui
poligami masih sulit
dilakukan /  tidak
dapat terwujud.
Persyaratan poligami
yang sekarang
berpotensi  hadirkan
perkawinan yang
ilegal ataupun legal
dan berpotensi
terhadap tindak
kekerasan baik fisik
dan psikis, perceraian,
ketelantaran terhadap

anak-anak bahkan
meningkatkan laju
pertumbuhan

penduduk. Maka
dalam hal ini
diharapkan adanya
formulasi persyaratan
poligami yang
memberikan pagar

perlindungan terhadap
pihak istri dan anak-
anaknya secara tegas
dan jelas serta
diharapkan adanya
pemberian sanksi baik
denda maupun
pemidanaan terhadap
perkawinan poligami
liar / tidak melalui
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peradilan, begitu juga

halnya adanya
jaminan berbuat adil
dengan berbentuk
deposito sebagai ganti
kerugian untuk
dimiliki  istri  dan
anak-anaknya  yang

tertuang dalam ikrar

perjanjian
perkawinan.

Dri Pembatasan Mengkaji Library | Hukum di Indonesia
Santoso | dan pembatasan Research | yang mengatur
(2020) Pengaturan dan poligami hanya pada

Poligami pengaturan sikap membatasi dan
Dalam poligami bukan melarang pada
Undang- dalam  UU ketentuan yang
Undang dan  hukum mutlak.  Pembatasan
Nomor 1| Islam serta tersebut bukan hanya
Tahun 1974 | bagaimana sekedar membatasi
dan Hukum | perspektif jumlah yang dapat
Islam magqasid asy- dinikahi, tetapi juga
Perspektif syari’ah kepada  pembatasan
Maqgashid Asy- | terhadap hal dengan  mempersulit
Syari’ah tersebut praktik poligami
dengan mengatur
ketentuan poligami
dalam Undang-
Undang. Dalam
pandangan  magasid
asy-syari’ah,
pembatasan dan
pengaturan  tersebut
sebagai langkah
pencegahan terhadap

praktik poligami yang
dilakukan sesuka hati

yang dapat
menimbulkan  akibat
buruk (mafsadah),
serta bertujuan agar
terbentuknya  tujuan
perkawinan sesuai
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amanat Undang-
Undang maupun
hukum Islam.
Dri Polygamy in | Mengkaji Normative | Pengaturan poligami
Santoso | Indonesia and | filosofi Research | di Indonesia dilakukan
dan Its relevance to | penegakan dengan tujuan
Muhamad | the Protection | aturan melindungi hak wanita
Nasrudin | of Women and | poligami dan anak. Selain itu,
(2021) Children in the | Indonesia dan aturan tersebut juga
Perspective of | pemenuhan bertujuan agar
Islamic  Law | magasid asy- terbangun keluarga
Philosophy syart’ah yang bahagia, damai
terhadap dan sejahtera. Hal
aturan tersebut sejalan
poligami. dengan prinsip
magqasid asy-syari’ah
terutama dalam hal
pemeliharaan jiwa dan
keturunan.
Alfi Ketentuan Mengkaji Penelitian |[Hakim PA.Bantul
Syahrin | Syarat sikap dan | yuridis |menganggap  konsep
(2022) Kemampuan pandangan empiris | kemampuan  finansial
Finansial Hakim bagi seorang suami
Dalam Pengadilan dalam berpoligami
Poligami di | Agama sebagai sebuah
Indonesia: Bantul dalam penunjang dan
Pandangan dan | memahami bukanlah syarat utama,
Sikap Hukum | konsep sehingga
Hakim kemampuan keberadaannya  dapat
Pengadilan finansial dikesampingkan dalam
Agama Bantul | dalam keadaan tertentu.
berpoligami. Kemampuan finansial
digunakan untuk
mengukur keadilan
suami, sedangkan
batasan yang digunakan
dalam  hal tersebut
disesuaikan dengan
kondisi sosial tertentu,
artinya tidak memiliki
batasan yang pasti.
Orin Pertimbangan | Mengkaji Penelitian |Peneliti menilai




18

Oktasari | Hakim pertimbangan | Normatif |pertimbangan  hukum
(2016) Pengadilan Hakim dalam | Empiris |Hakim dalam memutus
Agama Curup | memutuskan putusan No.
Terhadap lzin | perkara 142/Pdt.G/2013/PA/Crp
Poligami poligami dan dan putusan No.
Suami  Yang | tinjauan 542/Pdt.G/2013/PA.Crp
Tidak hukum Islam lemah karena dianggap
Memenuhi terhadap tidak sesuai dengan
Syarat putusan alasan kebolehan
Poligami poligami poligami yang diatur
Dalam Hukum | yang  tidak dalam UU. Hakim
Positif Di | memenuhi dalam  perkara  ini
Indonesia syarat melakukan penerobosan
hukum karena Hakim
tidak menerapkan
kepada Pasal 4 UU
Perkawinan, akan tetapi
pengabulan oleh Hakim
menggunakan aspek
kemaslahatan dan
menghindari

kemudaratan, sebab jika
permohonan ditolak
akan menimbulkan
kemudaratan yang lebih
besar karena calon istri
kedua pemohon yang
telah dalam kondisi
hamil serta pemohon
yang sudah berjanji

akan menikahinya.
Pramudiya | I1zin ~ Poligami | Mengkaji Penelitian Hakim  PA  Gunung
Wiseha Dalam kesesuaian Normatif |Sugih dalam
(2019) Perspektif konsep Empiris  |menerapkan syarat
Hukum Islam | hukum Islam poligami tidak bersifat
(Studi dan peraturan kaku, artinya Hakim
Terhadap perundangan tidak hanya berpatok
Pertimbangan | yang berlaku kepada syarat alternatif,
Putusan Hakim | dengan namun  juga dapat

di Pengadilan | pertimbangan mengenyampingkan
Agama Hakim dalam syarat  tersebut dan
Gunung Sugih) | memutuskan hanya berpatok
perkara izin menggunakan  syarat
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poligami  di kumulatif sebagai
Pengadilan pertimbangan  Hakim.
Agama Hal tersebut
Gunung disesuaikan dengan
Sugih konsep Islam dimana
Hakim
mempertimbangkan
aspek maslahat dan
menghilangkan  aspek
mafsadat dalam
putusannya.

10 | Roudotul | Analisis Mengkaji Field Alasan Hakim
Jannah Pertimbangan | pertimbangan | Research | mengabulkan
(2020) Hakim Hakim dalam permohonan pemohon

Terhadap memutuskan meskipun tidak sesuai
Putusan No. perkara dengan alasan yang
0863/Pdt.G/PA. | poligami diatur dalam Pasal 4
Sda  Tentang karena alasan ayat (2) UUP karena
Izin  Poligami| ingin telah memenuhi syarat
Karena  Ingin melindungi kumulatif pada Pasal 5
Melindungi dan| dan ayat (1). Sementara
Mengangkat mengangkat dari segi maslahatnya
Martabat  Istrii martabat istri bila izin  poligami
(Studi Kasug dan pemohon ditolak akan
Pada Pengadilan| bagaimana lebih besar
Agama analisis mudaratnya. Sehingga
Sidoarjo) maslahat dalam hal ini
terhadap pengabulan izin
persoalan poligami  dipandang
tersebut memiliki resiko
mudarat yang lebih
ringan  dibandingkan
permohonan ini

ditolak.

11 | Devi Juni Disparitas Disparitas Library | Pada putusan pertama,
Wardani, [Putusan Hakim | putusan Research | Hakim mengabulkan
Dzulfikar Pengadilan hakim dalam permohonan poligami
Rodafi, Agama memberikan dikarenakan antara
Syamsu Kabupaten permohonan pemohon dan
Madyan  Malang Tentang | izin poligami termohon selama 24
(2021) Pemberian Izin tahun pernikahan

Poligami belum memiliki
(Analisis keturunan, pemohon
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Perkara Nomor
3534/Pdt.G/202
0/PA.Kab.Mlg
dengan Perkara
Nomor
0402/Pdt.G/202
0/PA.Kab.Mlg)

dengan calon istri juga
sudah saling cinta
serta calon istri sudah
memenuhi batas usia
di Pasal 7 UU No. 16
Tahun 2019.
Sementara putusan
kedua dari penelitian
ini, Majelis Hakim
menolak izin poligami
pemohon  meskipun
telah memenuhi syarat

alternatif dan
kumulatif untuk
melakukan poligami.
Hakim menolak

dengan berdalil bahwa
calon istri tidak
memenuhi Syarat
perkawinan Pasal 7
UU No. 16 Tahun
2019

Dari telaah pustaka yang telah penulis paparkan, meski topik bahasan yang

dikaji sama-sama berfokus pada pembahasan poligami, persamaan tersebut dapat

dijadikan sebagai pendukung untuk penelitian ini. Meskipun begitu, penelitian ini

memiliki sisi yang berbeda dengan literatur lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari

segi subjek dan objek penelitiannya, yakni mengambil studi Pengadilan dan putusan

yang berbeda serta mengambil pisau analisis yang berbeda dalam menganalisis setiap

penelitian, yang mana dari perbedaan tersebut juga menghasilkan hasil penelitian

yang berbeda. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pengkajian disapritas

putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang alasan pengajuan tidak

sesuai dengan alasan dan syarat yang terdapat dalam perundangan, salah satunya
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adalah karena telah menjalin hubungan lama, bahkan di antaranya calon istri telah
ada yang hamil. Akan tetapi, dari beberapa putusan tersebut menghasilkan putusan
yang berbeda. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap telaah pustaka yang ada,
pembahasan ini belum dikaji dan memiliki sisi yang berbeda serta menarik untuk

dikaji.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis disparitas putusan hakim
terhadap permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dari sudut pandang teori
tujuan hukum dan asas prioritas. Penulis ingin mengetahui bagaimana Hakim
memutuskan perkara izin poligami, terutama terkait kedudukan syarat dan alasan
poligami pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan serta ingin
mengetahui apa yang menjadi alasan terjadinya disparitas dalam putusan hakim.
Oleh sebab itu, penelitian ini membutuhkan teori yang digunakan sebagai landasan
untuk menggambarkan, memetakan, menganalisis kemudian menyimpulkan putusan
hakim tersebut.

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum dirumuskan sebagai kumpulan dari berbagai aturan hidup

(sifatnya bisa tertulis/tidak tertulis), mengatur apa yang patut/tidak patut

untuk dilakukan dalam hidup. Tak jarang, kepentingan manusia tersebut

bertentangan satu sama lain, sehingga disinilah hukum berfungsi sebagai

perlindungan kepentingan manusia. Dalam menjalankan fungsinya tersebut,
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ia juga memiliki tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.”’ Para pakar hukum
mendefinisikan tujuan hukum dengan makna yang berbeda-beda, namun
semuanya tetap bertitik kepada ketertiban dalam masyarakat.*®

Adapun tujuan hukum tersebut telah diklasifikasi kepada 3 teori yang

melihat hukum dari berbagai sudut pandang, yakni:

a. Teori Keadilan (Etis). Teori ini mengkaji hukum dari segi falsafah
hukumnya. Aristoteles sebagai pencetus teori ini mengemukakan
bahwa hukum bertujuan untuk memberi setiap orang apa yang pantas
dia dapatkan/menjadi haknya. la membagi keadilan tersebut menjadi
dua bagian, yakni keadilan distributif yang mengacu kepada konsep
adil yang berupa perimbangan, artinya dikatakan adil jika setiap orang
mendapat hak/jatahnya secara proporsional sesuai kedudukannya /
jasanya dalam masyarakat. Sementara keadilan kumulatif mengacu
kepada konsep kesamaan, yang dikatakan adil adalah jika setiap orang
diperlakukan sama terlepas dari status kedudukannya. Berdasarkan

teori ini, tujuan adanya hukum semata-mata demi mewujudkan

%" Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 10-
11.

8 Arissetyanto Nugroho dan Agus Arjianto, Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori
Secara Komprehensif Dan Implementasinya (Bogor: IPB Press, 2015), him. 181.
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keadilan; bahwa isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita tentang
apa yang adil dan tidak.?®

b. Teori Kemanfaatan (Utilitis) yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham.
Teori ini mengkaji hukum dari segi sosiologi; dimana hukum
bertujuan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemanfaatan dalam
mewujudkan kebahagiaan. Teori ini menitikberatkan pada sesuatu
yang bermanfaat bagi orang banyak dan sifathya umum tanpa
mempertimbangkan pertimbangan keadilan.*

c. Teori Kepastian Hukum (Yuridis Formal) yang dicetuskan oleh Van
Kan. Teori ini mengkaji hukum dari segi hukum normatifnya.
Berangkat dari teori ini, suatu hukum bertujuan untuk melindungi
kepentingan manusia sehingga tidak dapat diganggu, meskipun
aturan/hukum itu tidak terasa adil ataupun memberikan kemanfaatan
yang besar bagi masyarakat banyak.*

Dalam lingkup - kekuasaan kehakiman atau peradilan, kerangka

penegakan hukum mengacu kepada 3 tujuan hukum yang harus dicapai dalam

suatu pertimbangan putusan hakim, yakni kepastian hukum berupa keadilan

% |shaq, Dasar-Dasar llmu Hukum, ed. Yunasril Ali, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
him. 9-10.

% Sri Warijayati, Memahami Dasar llmu Hukum: Konsep Dasar llmu Hukum (Jakarta:
Kencana, 2018), him. 23.

1 Arjianto, Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori Secara Komprehensif Dan
Implementasinya, him. 182.
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dalam konteks hukum positif, kemanfaatan berupa keadilan dalam konteks
norma sosial, filosofis berupa keadilan dalam konteks norma moral.*> Untuk
mencapai tujuan-tujuan tersebut, Hakimlah yang menentukan kepentingan
mana yang dalam batas tertentu harus diakui dan dilindungi tanpa
mengganggu kepentingan lainnya sehingga ketertiban umum tersebut dapat
tercapai.”
2. Asas Prioritas Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf hukum Jerman. la
mengajarkan 3 konsep dasar dalam unsur hukum atau yang oleh sebagain ahli
didefinisikan sebagai tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum. Menurutnya, setiap hukum harus mencapai ketiga tujuan
tersebut, karena hukum yang baik ialah hukum yang memuat ketiga nilai
tersebut. Jika di antara ketiga nilai tersebut terjadi pertentangan mesti ada
nilai yang dikorbankan. Dalam kondisi ini, Radbruch memperkenalkan
penggunaan asas prioritas yakni nilai keadilan sebagai prioritas pertama,
diitkuti nilai kemanfaatan dan kepastian. Asas prioritas ini disebut ‘asas

prioritas baku’.

% Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lusiana Margareth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan,
Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,” Gorontalo Law
Review Vol. 3, No. 2 (2020), him. 168-187.

* Dewa Gede Sudika Mangku, Pengantar llmu Hukum, ed. Ni Putu Rai Yuliartini (Klaten:
Penerbit Lakeisha, 2020), him. 34.
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Akan tetapi, dalam perjalanannya Radbruch menilai ketiga aspek ini
bersifat relatif/berubah-ubah. Ada kalanya untuk suatu kondisi nilai keadilan
yang diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian hukum, namun di
kondisi yang lain menuntut nilai kemanfaatan yang diprioritaskan dibanding
memprioritaskan nilai keadilan dan kepastian, bisa jadi di kondisi yang lain
justru nilai kepastian yang harus diprioritaskan dibanding nilai yang lain.
Konsep ini dikenal juga dengan istilah ‘prioritas yang kasuistik’.>*

Tujuan hukum yang dirumuskan oleh Guztav Radbruch memiliki saling
keterkaitan dengan jalannya penegakan hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut
bersifat saling mengisi antara satu dengan lainnya. Tujuan hukum haruslah
mengutamakan keadilan (aspek filosofis), kepastian hukum (aspek yuridis)
dan kemanfaatan (aspek sosiologis) sebagai jalan untuk mencapainya.*

Dalam praktiknya di Pengadilan, seorang Hakim sangat sulit untuk
menerapkan ketiga nilai tersebut dalam satu putusan. Ketika keadaan ini
dihadirkan dalam satu garis, maka Hakim berada di antara 2 titik pembatas
dalam garis, ketika memutuskan perkara Hakim di satu sisi dihadapkan pada
nilai keadilan dan di sisi lain dihadapkan pada nilai kepastian, di antara kedua
nilai tersebut terdapat kemanfaatan. Jika Hakim memutus perkara

mencondongkannya pada nilai kepastian hukum, kemungkinan besar putusan

¥ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2015), him. 99-100.

% Adithiya Diar, Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia
Dan Belanda, ed. Safrinal (CV. Azka Pustaka, 2021), him. 25.
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tersebut jauh dari nilai keadilan. Sebaliknya, bila Hakim lebih mengutamakan
kepada nilai keadilan, kemungkinan besar pula putusannya jauh dari nilai
kepastian hukum.*

Berikut ini penulis berikan gambaran bagaimana kerangka teori di atas

akan bekerja dalam penelitian ini:

Perkara Poligami di PA. Wonosari
1

Syarat dan Alasan Poligami

1
| Disparitas Putusan |
| Kabul Batal H{_ Cabut H Tolak |

Pandangan dan Sikap Hukum Hakim
1
Teori Tujuan Hukum dan Asas Prioritas
I
Kesimpulan

Gambar 1. Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik hukum dengan kacamata
norma/yuridis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan

dengan norma yang ada, yakni mengkaji praktik Hakim di Pengadilan Agama

% Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim,
cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 149.
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Wonosari dalam memutus perkara izin poligami yang alasan pengajuannya
tidak memenuhi syarat alternatif seperti dijelaskan peraturan perundangan.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-
analitis. Dalam penelitian ini penulis menguraikan, menjelaskan dan
menganalisis data yang didapatkan dari analisis putusan dan wawancara
terhadap pandangan Hakim di Pengadilan Agama Wonosari tentang
kedudukan alasan dan syarat poligami dalam memutuskan perkara izin
poligami.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (case approach) digunakan dalam penelitian ini untuk
membantu penulis menjawab permasalahan. Penggunaannya dilakukan
dengan menelaah pertimbangan hukum Hakim pada putusan izin poligami
yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Wonosari tahun
2018-2021.37
4. Sumber Data

Sumber data penelitian dikumpulkan dengan mengelaborasikan data
primer dan juga data sekunder.

a. Data Primer, berupa putusan Pengadilan Agama Wonosari tahun

2018-2021 terkait izin poligami dan juga hasil wawancara dengan

%7 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), him. 134.
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Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

b. Data Sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang
merupakan bahan hukum primer dan karya-karya yang terkait dengan
penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini memakai beberapa teknik, yakni:

a. Dokumentasi
Penulis mengumpulkan data berupa dokumen putusan izin poligami

Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021 dari situs Direktori

Putusan.

b. Wawancara
Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait

proses pemeriksaan perkara izin poligami di Pengadilan Agama \Wonosari.

Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama \WWonosari, yakni

Bapak Mudara, Bapak Muhammad Novriandi dan Ibu Nurhudayah

(Hakim Pengadilan Agama Wonosari tahun 2016-2020 dan memutus salah

satu perkara - yang menjadi pokok . kajian penelitian, namun

dipindahtugaskan ke Pengadilan Agama Yogyakarta sejak 2020).

6. Analisis Data

Analisis data diperoleh dari hasil pengumpulan data. Data yang telah

terkumpul selanjutnya harus dianalisis agar menghasilkan nilai, makna.

Proses ini juga disebut dengan pengolahan data dan penafsiran data. Proses
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analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang penulis dapat, baik dari
analisis putusan, wawancara, dan sumber lainnya. Setelah ditelaah, kemudian
data disajikan, dianalisis melalui tinjauan teori tujuan hukum dan asas

prioritas dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi rangkaian pembahasan isi tesis yang antar
babnya memiliki saling keterkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Berikut ini
penulis deskripsikan sistematika pembahasan dalam tesis ini, yakni:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan dalam tesis. Bab ini terdiri dari:
latar belakang masalah yang berisi tentang alasan mengapa penulis ingin mengangkat
penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang
berisi kajian terdahulu yang mengkaji seputar permasalahan poligami dari berbagai
aspek dan kemudian dalam telaah pustaka juga dipaparkan letak perbedaan antara
penelitian penulis dengan yang telah ada, kerangka teoretik yang berfungsi sebagai
pisau analisis dalam penelitian untuk ~membantu penulis dalam menjawab
permasalahan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengkaji ketentuan poligami dalam Islam serta perundang-
undangan, meliputi: poligami dalam fikih, alasan dan syarat poligami dalam
peraturan perundangan-undangan; baik dalam UU Perkawinan, KHI, PP.N0.9/1975

dan ketentuan poligami PNS.
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Bab ketiga mengkaji disparitas putusan poligami di Pengadilan Agama
Wonosari serta melihat disparitas putusan poligami yang ada di Pengadilan tersebut.
Bab ini akan mendeskripsikan secara singkat Pengadilan Agama Wonosari,
memaparkan putusan poligami di Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 2018-
2021, mendeskripsikan alasan dan syarat poligami menggunakan perspektif teori
tujuan hukum, mendeskripsikan putusan poligami yang tidak memenuhi alasan dan
syarat formal poligami serta mengurai disparitas putusan yang terjadi dalam
putusan poligami di Pengadilan Agama Wonosari.

Bab keempat mengkaji dinamika sikap dan interpretasi hukum Hakim
terhadap ketentuan syarat dan alasan di Pengadilan Agama Wonosari terkait putusan
poligami. Bab ini akan memaparkan hasil analisis dari wawancara penulis dengan
Hakim di Pengadilan Agama Wonosari terkait dinamika sikap para Hakim
terhadap persoalan poligami terhadap sejauh mana ketentuan alasan dan syarat
poligami menjadi prioritas bagi Hakim dalam menyelesaikan sengketa
poligami serta mengkaji disparitas isi putusan dalam konteks keadilan hukum.

Bab kelima berisi kesimpulan dari pembahasan yang mana kesimpulan ini
sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, selanjutnya

terdapat rekomendasi dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis mengenai “Disparitas

Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan

Agama Wonosari) adalah:

1.

Kedudukan alasan dan syarat poligami dalam pandangan Hakim
PA.Wonosari masih menjadi rujukan utama dan pedoman dalam
memutuskan perkara permohonan izin poligami. Namun tidak menutup
kemungkinan bagi Hakim menggunakan sumber lain sebagai
pertimbangannya dalam memutuskan perkara izin poligami. Hal
tersebut terlihat dari 5 putusan (3 ditolak dan 2 dikabulkan) yang
menjadi fokus penelitian ini, penulis mengelompokkan kedudukan
alasan dan syarat menurut pandangan Hakim tersebut ke dalam 3
kelompok pertimbangan, yakni: pertama, Hakim mempertimbangkan
dengan melihat alasan lebih kuat dari syarat, seperti tergambar dalam
Putusan Nomor 1222 dan 274. Kedua, Hakim mempertimbangkan
dengan menilai syarat harus lebih didahulukan, seperti yang tergambar
dalam Putusan Nomor 780. Ketiga, Hakim mempertimbangkan bahwa
dalam putusan tersebut syarat dan alasan saling berkaitan, seperti dalam

Putusan Nomor 1291 dan 1337.
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Adanya sikap yang berbeda oleh Hakim dalam memutus kelima perkara
ialah sebab ditemukannya dalam fakta persidangan mengenai kondisi
Termohon. Dalam penelitian ini, terhadap perkara yang ditolak para
Hakim melihat fakta bahwa Termohon masih dalam keadaan yang
sehat, mampu melayani suami dan dapat melahirkan keturunan serta
pada 1 putusan Hakim menilai Pemohon belum memenuhi syarat
finansial. Hakim menolak ketiga perkara tersebut karena tidak
memenuhi alasan sesuai ketentuan Undang-Undang. Sementara dalam
putusan yang diterima Hakim melihat fakta bahwa memang ternyata
Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan
maksimal sehingga kemudian Hakim menjadikan pengakuan tersebut
menjadi penguat dalam pertimbangan hukumnya. Pengabulan Hakim
terhadap kedua perkara tersebut tidak serta merta mengabaikan alasan
yang ada dalam Undang-Undang, sebab memang dalam fakta
persidangan ditemukan adanya ketidakmampuan istri menjalankan
kewajibannya secara maksimal. Sehingga, kelima perkara tersebut
sebenarnya tidak ada putusan yang mengabaikan alasan dan terhadap
kelimanya sebenarnya tidak terjadi disparitas putusan hakim.

Kelima putusan yang menjadi objek penelitian ini Hakim telah berusaha
memenuhi rasa kepastian hukum dan keadilan. Akan tetapi, menurut
hemat penulis dalam perkara yang izin poligaminya ditolak, nilai

kemanfaatan yang direalisasikan Hakim lebih pada manfaat yang luas,
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yakni memberikan nilai pendidikan pada masyarakat agar tidak
melakukan poligami dengan sesuka hati serta tidak melakukan
hubungan di luar nikah dan memenuhi syarat serta alasan ketika hendak
berpoligami. Sementara nilai kemanfaat yang sifatnya khusus (manfaat
bagi para pihak terkhusus kepada Pemohon dan Calon Istri), Hakim
belum dengan cermat menggali nilai tersebut. Hal itulah yang tercermin

dalam upaya banding yang diajukan oleh Pemohon.

B. Rekomendasi

1.

Bagi para penegak hukum, para Hakim dalam menyelesaikan perkara
izin poligami terutama yang permohonannya tanpa ada alasan seperti
yang diatur dalam Undang-Undang lebih mengedepankan perlindungan,
kepastian, keadilan serta kemanfaatan sehingga putusan yang dihasilkan
lebih maksimal dan dapat memberikan ketertiban dalam masyarakat.

Bagi para akademisi lainnya, tesis ini menjadi awal bagi para peneliti
lainnya sebab masih banyak hal yang dapat dikaji mengenai persoalan

poligami dengan menggunakan perspektif dan teori yang berbeda.
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